
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR 

TAHUN 2014 NOMOR K3 

BUPATI OGAN ILIR 

PROVINSI SUMATERA SELA TAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR 

NOMOR A3 TAHUN 2014 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang­ 
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, 
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam 
kebijakan umum APBD serta priorit.as dan plafon anggaran yang 
telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan 
DPRD pada tanggal 15 Bulan Desember Tahun 2014;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir. 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering UIu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten · Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor ­ 

4347); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor · 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaheraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4355); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan .dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); : 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembarn Negara 4437) scbagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara 4844); 



3 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana' telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggo'ta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perirabangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578); 

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor , 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan I1ir Nomor 20 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan I1ir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 
Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 7; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebaga.imana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 
Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 9) 



28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR 

dan 

BUPATI OGAN ILIR 

MEMU TUBKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2015 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai 
berikut : 

Rp. 1.235.370.404.823,00 

Rp. 1.230. 778.391.339 ,00 

Rp. 4.592.013.484,00 

1. Pendapatan 

2. Belanja 

Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Surplus/(Defisit) 

Rp. 

Rp. 

78.501.857.365,00 

83.093.870.849,00 

Rp. (4.592.013.484,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan : Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 52.4100910.100,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 990.914.464.323,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 

Rp. 192.045.030.400,00 

sejumlah sah 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 16.494.000.000,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 7.160.100.000,00 " 
c. Lain-lain pcndapatan asli daerah yang 

Rp. 28.756.810.100,00 



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 409.721.499.323,00 
b. Dana Alokasi umum sejumlah Rp. 557.402.625.000,00 
c. Dana Alokasi khusus scjumlah Rp. 23.790.340.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)  
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 
b. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 25.468.735.900,00 
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus scjumlah 

Rp.129.963.975.000.00 
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintab daerah lainnya 

sejumlah Rp. 12.758.723.500,00 
e. Pendapatan lain-lain sejumlah Rp. 22.354.046.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal l terdiri dari :  
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 660.610.487.643,00 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 570.167.903.696,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 553.220.673.773,00 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 47.027.815.200,00 
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.254.077.870,00 
d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 501.474.800,00 
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 54.506.446.000,00 
f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 

(3) Belanja Lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 19.505.950.000,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 199.387.955.796,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 351.273.997.900,00 

Pasal 4 

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud da)am Pasal 1 terdiri d ari :  
a. Penerimaan sejumlah Rp. 78.501.857.365,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 83.093.870.849,00 

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelum (SILPA) 

sejumlah Rp. 50.931.275.644,00 
b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 27.570.581.721,00 

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Penyertaan modal (lnvestasi) pemerintab daerah sejumlah 

Rp. 6.600.000.000,00 
b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 76.493.870.849,00 
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st: " a ° ,  

7. Lampiran VII 
� 

· . - · - 2 "  

9. Lampiran IX 

10. LampiranX 

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah; 

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan 
aset lainnya; 

1 1.  Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1,  tercantum dalaJn Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1.  LampiranI Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Fungsi deism Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Oolongan dan Per 
Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah ; 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 


